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ABSTRAK 

Masuk dan berkembangnya era digital berpengaruh pada perubahan aktivitas ekonomi 
masyarakat. Saat ini, arus lalu lintas barang tidak hanya melibatkan pelaku usaha lokal, namun sudah 
merambah ke negara luar. Perubahan tersebut kemudian berdampak kepada persaingan usaha dan 
tentunya ada tantangan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Era digitalisasi ekonomi sendiri 
dapat kita pahami ketika ekonomi sepenuhnya digital atau daring berdasarkan pola transaksi dengan 
berbagai macam aplikasi yang digunakan. Di era digitalisasi ekonomi, ada kemungkinan besar 
munculnya perilaku persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 
lanjut terkait penegakan hukum persaingan usaha di era digital dengan menganalisis peluang dan 
tantangan yang ada. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa tantangan dalam persaingan usaha 
di era digital adalah menentukan bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha itu sendiri. Di era 
digital, perusahaan-perusahaan yang memiliki data besar akan mempunyai market power yang 
besar. Situasi ini diyakini dapat membentuk posisi monopoli dengan cara diskriminasi pihak-pihak 
tertentu, dan evolusi era ekonomi digital seperti sekarang ini akan berdampak pada sisi hukum 
persaingan usaha tidak sehat yang akan mempersulit proses KPPU untuk mengetahui atau 
membedakan persaingan usaha tidak sehat, karena dalam UU No. 5/1999 tidak diatur secara jelas 
dan terperinci mengenai pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya secara digital dan 
pelanggarannya.  

Kata Kunci : Era Digital ; Penegakan Hukum ; Persaingan Usaha. 

 

ABSTRACT 

The entry and development of the digital era has an effect on changes in people's economic 
activities. Currently, the flow of goods traffic does not only involve local business actors, but has 
penetrated to foreign countries. These changes then have an impact on business competition and of 
course there are challenges in enforcing the law. We can understand the era of economic digitization 
itself when the economy is fully digital or online based on transaction patterns with various 
applications used. In the era of economic digitalization, there is a high possibility of the emergence 
of unhealthy competitive behavior. This study aims to find out more about business competition law 
enforcement in the digital era by analyzing the opportunities and challenges that exist. The results 
of the study show that the challenge in business competition in the digital era is to determine the 
forms of violation of business competition itself. In the digital era, companies that have big data will 
have big market power. This situation is believed to be able to form a monopoly position by 
discriminating against certain parties, and the evolution of the digital economy era as it is today 
will have an impact on the legal side of unfair business competition which will make it difficult for 
KPPU's process to identify or distinguish unfair business competition, because in Law No. . 5/1999 
is not regulated clearly and in detail regarding economic actors who run their business digitally 
and their violations. 

Keywords: Digital Age; Law enforcement ; Business competition. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemunculan iteknologi idigital idan iinternet imenandai idimulainya 

iRevolusi iIndustri i3.0. iProses irevolusi iindustri iini ijika idikaji idari isudut 

ipandang iseorang isosiolog iInggris iyang ibernama iDavid iHarvey, 

imerupakan isebuah iproses ipemampatan iruang idan iwaktu. iRuang idan 

iwaktu isemakin iterkompresi idan isemakin imemuncak ipada irevolusi itahap 

i3.0, iyakni irevolusi idigital. iWaktu idan iruang itidak ilagi iberjarak. iPada 

itahap irevolusi iindustri isebelumnya, iyaitu irevolusi ikedua i(Revolusi i2.0), 

idengan ihadirnya iteknologi imesin iyang idapat imenciptakan isebuah imobil 

i(kendaraan), imembuat iwaktu idan ijarak imakin idekat. iRevolusi i3.0 

imenyatukan ikeduanya. iSebab iitu, iera idigital isekarang imengusung isisi 

ikekinian i(real itime). 

Selain imengusung ikekinian, irevolusi iindustri i3.0 imengubah ipola 

irelasi idan ikomunikasi imasyarakat ikontemporer. iPraktik ibisnis ipun imau 

itidak imau iharus iberubah iagar itidak itertelan izaman. iNamun, irevolusi 

iindustri iketiga ijuga imemiliki isisi iyang ilayak idiwaspadai. iTeknologi 

imembuat ipabrik-pabrik idan imesin iindustri ilebih imemilih imesin 

iketimbang imanusia. iApalagi imesin icanggih imemiliki ikemampuan 

iberproduksi ilebih iberlipat. iKonsekuensinya, ipengurangan itenaga ikerja 

imanusia itidak iterelakkan. iSelain iitu, ireproduksi ipun imempunyai 

ikekuatan iluar ibiasa. iHanya idalam ihitungan ijam, ibanyak iproduk 

idihasilkan. iJauh isekali ibila idilakukan ioleh itenaga imanusia. 

 iLalu ipada irevolusi iindustri igenerasi i4.0, imanusia itelah 

imenemukan ipola ibaru iketika idisruptif iteknologi i(disruptive itechnology) 

ihadir ibegitu icepat idan imengancam ikeberadaan iperusahaan-perusahaan 

iincumbent. iEra iini iyang iditandai idengan ihadirnya iInternet iof iThings, 

iBig iData, iArticial iIntelligence, iHuman iMachine iInterface, iRobotic iand 



iSensor iTechnology, i3D iPrinting iTechnology. iSejarah itelah imencatat 

ibahwa irevolusi iindustri itelah ibanyak imenelan ikorban idengan imatinya 

iperusahaan-perusahaan iraksasa. 

 iLebih idari iitu, ipada iera iindustri igenerasi i4.0 iini, iukuran ibesar 

iperusahaan itidak imenjadi ijaminan, inamun ikelincahan iperusahaan imenjadi 

ikunci ikeberhasilan imeraih iprestasi idengan icepat. iHal iini iditunjukkan 

ioleh iUber iyang imengancam ipemain-pemain ibesar ipada iindustri 

itransportasi idi iseluruh idunia iatau iAirbnb iyang imengancam ipemain-

pemain iutama idi iindustri ijasa ipariwisata. iIni imembuktikan ibahwa iyang 

icepat idapat imemangsa iyang ilambat idan ibukan iyang ibesar imemangsa 

iyang ikecil. iKalau ikita iperhatikan itahap irevolusi idari imasa ike imasa 

itimbul iakibat idari imanusia iyang iterus imencari icara itermudah iuntuk 

iberaktitas. iSetiap itahap imenimbulkan ikonsekuensi ipergerakan iyang 

isemakim icepat. iPerubahan iadalah ikeniscayaan idalam ikehidupan iumat 

imanusia. 

Memasuki irevolusi iindustri i4.0, iteknologi idigital imenjadi isalah 

isatu imodal iutama iyang idibutuhkan ioleh ipara ipelaku iindustri iuntuk 

imengembangkan ilini iusaha imereka. iKehadiran iindustri i4.0 ipun imenjadi 

ibukti ibahwa isaat iini iperkembangan iindustry itidak idapat iterlepas idari 

iperkembangan iteknologi. iPerkembangan isektor iindustri iyang iberiringan 

idengan iperkembangan iteknologi itentunya idapat imembawa idampak iyang 

ipositif ipada isuatu inegara, isalah isatunya idampak ipositif ipada ipeningkatan 

iperekonomian inegara itersebut. iDengan iadanya iteknologi idigital, isuatu 

inegara idapat imendorong iperekonomiannya ike iarah iekonomi idigital. i 

Era iekonomi idigital, isebenarnya, isudah iberlangsung imulai idari 

itahun i1980-an, idengan imenggunakan ipersonal icomputer i(PC) idan 

iinternet isebagai iteknologi ikunci iyang idigunakan iuntuk iesiensi ibisnis. 

iPenggunaan iteknologi iseperti iPC idan iinternet iini ipun imenjadi iawal idari 

iperkembangan ie-commerce iatau iperdagangan ielektronik. iSeiring idengan 

iperkembangan iteknologi, iera iold idigital ieconomy iakhirnya imemasuki iera 



inew idigital ieconomy, iditandai idengan iadanya imobile itechnology, iakses 

iinternet iyang itidak iterbatas, iserta ikehadiran iteknologi icloud iyang 

idigunakan idalam iproses iekonomi idigital.1 

Indonesia imerupakan isalah isatu inegara iyang imemiliki ipotensi 

ibesar iuntuk iperkembangan iekonomi idigital. iNamun ihal iini ijuga imenjadi 

itantangan ipemerintah idalam imembuat ikebijakan. iDengan iadanya 

iperkembangan iekonomi idigital idapat imemungkinkan imunculnya imodel 

ibisnis ibaru, iintegrasi iantar isektor ibisnis, iserta iperubahan imodel ibisnis 

ipada isektor iyang isudah iada. iPada itahun i2016, iBadan iPenelitian idan 

iPengembangan iSumber iDaya iManusia i(Balitbang iSDM) iKementerian 

iKomunikasi idan iInformatika imelakukan istudi iterkait iekonomi idigital idi 

iIndonesia. iSalah isatu ihasil idari istudi iini imenunjukkan ibahwa iterlihat 

iada iperubahan imodel ibisnis iyang imungkin iterjadi idi iberbagai isektor. 

Perubahan itersebut ikemudian iberdampak ikepada ipersaingan iusaha 

idan itentunya iada itantangan itersendiri idalam ipenegakan ihukumnya. iEra 

idigitalisasi iekonomi isendiri idapat ikita ipahami iketika iekonomi 

isepenuhnya idigital iatau idaring iberdasarkan ipola itransaksi idengan 

iberbagai imacam iaplikasi iyang idigunakan. iDi iera idigitalisasi iekonomi, 

iada ikemungkinan ibesar imunculnya iperilaku ipersaingan iyang itidak isehat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana tantangan yang terjadi pada penegakan hukum persaingan usaha 

di era digital? 

2. Bagaimana strategi pengembangan ekosistem ekonomi digital yang tepat? 

 

                                                             
1Van Ark, at all. Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from 

installation to deployment. (2016) h. 121. 



C. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No.5/1999. 

UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat ini mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang 

dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan 

hukum. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki aturan-aturan 

pelaksanaan yaitu: 

a. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat 3. 

b. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat 2. 

c. Keputusan Presiden No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 

tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melaksanakan ketentuan 

Pasal 34 ayat 1. 

  



BAB II 

ANALISIS 

A. Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Digital 

Pengaruh iekosistem idigital iterhadap ihukum ipersaingan idi 

iIndonesia idan ikeberadaan iplatform idigital itidak ihanya imenimbulkan 

itantangan ibagi iperlindungan idata ipribadi, itetapi ijuga ibagi ipersaingan 

ibisnis. iPelanggaran iper-saingan iusaha itidak isehat iselalu iberpotensi 

iterwujud idalam istruktur ipasar, itermasuk ipasar idigital. iSaat iini, ipasar 

idigital ihadir iuntuk ikenyamanan ikonsumen idan iberkembang icukup ipesat 

idi iIndonesia. iPlatform idigital itidak ihanya imenawarkan ibanyak imanfaat 

ibagi imasyarakat, itetapi ijuga imemiliki ikontrol isignifikan iatas idata 

ikonsumen. iIni imenimbulkan ibanyak itantangan. iTidak ihanya itantangan 

iterkait iperlindungan idata ipribadi, itetapi ijuga ipersaingan ikomersial itidak 

isehat iyang imungkin imuncul. 

Persaingan idi ipasar idigital iutama iseperti imodel ibisnis iberbasis 

iplatform, ipasar imulti-sided, inetwork ieffect iyang imembuat imasalah 

ipersaingan iusaha imenjadi isemakin ikompleks iberbeda idari ipersaingan idi 

ipasar iyang ilebih itradisional idalam ibeberapa ihal. iSektor iini isering ikali 

imencakup imodel ibisnis iberbasis iplatform, ipasar imultifaset, iefek ijaringan, 

idan iskala iekonomi iyang imembuat imasalah ipersaingan imenjadi ilebih 

ikompleks. iTidak iseperti ikebanyakan isektor iekonomi, idengan isemakin 

imeningkatnya iketerkaitan iekonomi idigital, ibeberapa ikoordinasi idan ikerja 

isama iantar iperusahaan itidak idapat idihindari idan ibahkan idapat imenjadi 

ikompetitif. iSelain iitu, ipasar idigital iditandai idengan itingkat iinvestasi idan 

iinovasi iyang itinggi, iyang imengarah ipada ikemajuan iteknologi iyang ipesat 

idi iindustri idan ipeningkatan iinovasi iyang imengganggu.2 

                                                             
2  OECD, “Digital Economy, Innovation and Competition.” [Online]. Available: 
https://www.oecd.org/competition/digital-economy-innovation-and-competition.htm 



Keuntungan iekonomi idigital iyang iberkembang imenjadi iperhatian 

iPemerintah idan iotoritas ipersaingan, ikarena ipersaingan idi ipasar idigital 

isangat iberbeda idengan ipersaingan idi ipasar itradisional i(offline). iPasar 

idigital isering imengandung ibeberapa ikarakteristik iutama iseperti imodel 

ibisnis iberbasis iplatform, ipasar imultilateral, idan iefek ijaringan iyang 

imembuat isubjek ipersaingan imenjadi ilebih ikompleks. iOleh ikarena iitu, 

imenentukan ipasar imerupakan iproses ipenting isebelum imelakukan ianalisis 

ihukum ipersaingan. iPasar ibersangkutan imengacu ipada ispektrum/area 

ikomersialisasi itertentu ioleh ipelaku iekonomi iuntuk ibarang/jasa iyang 

isama, iserupa idan isubstitusi. 

Agensi imenghadapi iperilaku ikonsumen ibaru, ipasar imultifaset idi 

imana iia imenawarkan ilayanan igratis iuntuk imemaksimalkan ipengumpulan 

idata iyang idipersonalisasi idi isatu ipasar idan ikemudian imemonetisasinya 

idi ipasar ilain, iseperti ipasar iiklan idan iperusahaan iteknologi ikecil idengan 

iakses/kontrol iyang ijumlah idatanya iterlalu ibesar. iPerusahaan-perusahaan 

iini imemiliki ikendali iyang isignifikan iatas idata ikonsumen, imemberi 

imereka ikekuatan ipasar itambahan idan imenciptakan itidak ihanya 

ipersaingan, itetapi ijuga imasalah iperlindungan ikonsumen. 

Kekhawatiran ini memaksa legislator dan undang-undang persaingan 

untuk menemukan cara baru untuk memantau, dan mengatasi tantangan dalam 

menemukan para pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang 

terkait di era ekonomi digital. Beberapa pihak percaya bahwa sejarah panjang 

hukum persaingan telah memberikan legislator dengan apa yang mereka 

butuhkan untuk mengatasi masalah persaingan dalam ekonomi digital. Secara 

global, tujuan kebijakan persaingan tidak harus berubah, mereka cukup 

fleksibel untuk memperhitungkan perubahan dalam ekonomi digital.3 

                                                             
3 C. Beaton-Wells, “United Nations Conference on Trade and Development, While competition 
law’s logic is sound, it needs newlevels to address the challenges of the modern world and help 
regulators and enforcers do their jobs.” [Online]. Available: https://unctad.org/news/competition-
law-crosses-digital-threshold 



Hukum persaingan dan regulatornya harus mempertimbangkan faktor-

faktor terkini seperti ukuran potensial platform digital dan pentingnya modal 

tidak berwujud. Keberadaan era digital juga sangat bermanfaat. Di atas 

segalanya, pelaku pasar bebas di dunia yang berbeda di mana aktivitas jual beli 

dilakukan secara daring atau online. Selain itu, semakin sulit untuk memantau 

praktik persaingan usaha dengan adanya praktik pelaku usaha secara digital dan 

semakin mudah muncul praktik persaingan usaha tidak sehat yang sulit untuk 

dideteksi, di satu sisi akan mengakibatkan kerugian.4 

Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan pada platform digital 

adalah penolakan bisnis, penetapan harga predator, penawaran eksklusif, dan 

loyalitas, dan diskon bundel. Ada juga kemungkinan kartel atau penawaran. 

Selain itu munculnya platform digital telah membuat harga menjadi transparan 

di antara para pesaing pasar. Data dan algoritme memungkinkan perusahaan 

untuk memprediksi tren pasar, memetakan konsumen, dan menyesuaikan 

strategi penetapan harga. Tantangan muncul dalam membedakan antara 

tanggapan independen dari operator ekonomi untuk memaksimalkan 

keuntungan atau praktik yang dihasilkan dari berurusan dengan pesaing. 

Penetapan harga algoritmik dapat memfasilitasi kolusi antara pelaku ekonomi 

karena mudah dikendalikan (karena harga transparan) dan memberikan sanksi 

kepada pelaku ekonomi yang menyimpang dari kesepakatan. Selain itu, 

pengendalian merger, akuisisi dan konsolidasi (merger). Merger yang 

memenuhi kriteria tertentu harus dilaporkan kepada otoritas persaingan. 

B. Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital 

Perkembangan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang akan 

semakin cepat, apalagi dengan dukungan kreator-kreator muda yang 

mendorong sharing economy. Dalam konteks Indonesia, perlunya sinergi 

dengan transformasi menuju kebudayaan digital (shared culture). Selain itu 

                                                             
4 A. K. Ramaiah, “Competition in Digital Economy: the State of merger Control on Customer 
Transportation in Asean,” International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR), 
vol. 2, no. 7, 2018, h. 27. 



perlu juga dilakukan studi kebijakan yang memuat keragaman masyarakat 

Indonesia, melalui riset aksi ekonomi digital berbasis ekonomi lokal dengan 

prinsip Human Inquery.  

 Perkembangan teknologi digital yang semakin meluas di Indonesia 

diprakirakan akan semakin mendorong perkembangan ekonomi digital. 

Pengembangan ekonomi digital berdasarkan pengalaman perkembangan dan 

pengembangan pelayanan pembiayaan berbasis digital diprakirakan tidak 

mudah dilakukan. Tren perkembangan ekonomi digital sangat dinamis 

tergantung dari perkembangan teknologi yang begitu cepat berkembang. 

Dengan demikian, penelitian perkembangan dan strategi arah pengembangan 

ekonomi digital dilakukan dengan studi kebijakan menggunakan prinsip 

Sequential Mixed Model Design. Dimana tahapan pertama dari studi ini adalah 

melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pakar sebagai 

pemantik diskusi. Tahapan selanjutnya melakukan Formative Evaluation untuk 

menyusun Policy Brief serta diakhiri dengan penyusunan strategi berbasis 

Expert Judgement. 

Pengembangan ekonomi digital sendiri perlu menggunakan prinsip 

mendahulukan stabilitas dengan tetap membuka inovasi pengembangan digital. 

Dalam pengembangan teknologi -nansial prinsip yang perlu digunakan ke 

depan adalah mendahulukan inovasi kreati-tas dibanding regulasi. Selain itu, 

meskipun golongan muda yang lebih banyak berkreasi dalam perkembangan 

platform teknologi pembiayaan, diperlukan juga dialog dengan golongan yang 

mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola sistem jasa 

keuangan. Ekosistem digital dalam pengembangan teknologi jasa keuangan 

tidak saja mengutamakan teknologi digital yang bersandar pada kecerdasan 

buatan (articial intellegence), tetapi perlu juga penerapan kecerdasan 

kontekstual (contextual intellegence) yang mempertimbangkan kekhasan dan 

keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu ekonomi digital sendiri tidak 

terpisahkan dari budaya digital, dimana dalam pengembangan ekonomi digital 



berbasis prinsip sharing economy perlu berkaitan juga dengan pengembangan 

shared culture.5 

Ekonomi digital juga dapat dihubungkan dengan sektor pertanian, yaitu 

ekonomi pertanian digital, dimana terdapat 3 faktor yang diperlukan dalam 

syarat pengembangannya, yaitu : perbaikan etik, kejujuran dan integritas, serta 

sifat bertanggung jawab antar aktor yang terlibat. Kesimpulan ini didapat dari 

diskusi menggali pengalaman pengembang platform di bidang pertanian, yang 

pada saat ini platform pertanian masih sebatas memfasilitasi operasional pada 

sisi perdagangan komoditas maupun produk pertanian belum mempercepat 

produktitas pertanian khususnya yang dilakukan oleh petani. Peluang 

peningkatan ekonomi pertanian digital akan lebih meningkat apabila di sektor 

pertanian menerapkan teknologi intellegence e-commerce, mekanisme supply 

chain, maupun sistem agrologistik yang memadai. Oleh sebab itu, peran 

pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi pertanian digital 

perlu tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi sebaiknya mengembangkan tata 

kelola dengan dasar Big Data yang berfungsi sebagai hub untuk beragam pihak 

yang berkepentingan untuk bekerjasama. 

Dalam ikonteks ikerja ilembaga ipemerintah, iKementerian/Lembaga 

i(K/L)selain imemerlukan ikoordinasi ijuga ipenting imelakukan ikolaborasi 

idengan ipihak iswasta, ilembaga iswadaya imasyarakat imaupun ilembaga-

lembaga iyang imewadahi ikepentingan ipetani. iPengembangan iekonomi 

idigital ijuga itidak idapat idipisahkan idengan iperkembangan idan 

ipengembangan iekonomi ikreatif idan ipariwisata. iSebagai inegara iadidaya 

ibudaya, iIndonesia idiprakirakan idapat imeningkatkan iekonomi idigital idari 

idua isektor itersebut. iPotensi iini iperlu idiperkuat idengan isinkronisasi 

iinfrastruktur ikebijakan iantara ikonvensi iinternasional, ikebijakan inasional, 

ihingga ikebijakan idi idaerah idan idesa. iHal iini imenjadi ijalan 

ipengembangan iekonomi idigital itidak iterpisahkan idari ipenyiapan 

iperubahan iperilaku iekonomi idari imanusia iIndonesia idi iera idigital, 

                                                             
5 Ibid 



isehingga iperkembangan iekonomi idigital imenjadi isarana ipemeliharaan 

ikeberlanjutan iIndonesia. iEkonomi ikreatif iyang imencakup ikegiatan 

ipendukung iekonomi idigital isangat iluas, iseperti igame, i-lm, imusik, itarian, 

ifashion, ihingga ikuliner. iEkonomi ikreatif iberbasis idigital itidak ilepas idari 

ipengkayaan ikebudayaan. i 

Diperlukan ilahirnya ikreator-kreator imuda idalam ikomunitas ibudaya 

iyang imampu ibekerjasama idengan itokoh ibudaya. iHal iyang iperlu 

idiorganisasikan iberbasis iteknologi idigital idalam imemasarkan ikreasi-kreasi 

ikebudayaan iyang isarat idengan imuatan ilokal iguna imenguatkan iekonomi 

idigital iyang itidak ihanya imemuat isharing ieconomy itetapi ijuga ishared 

iculture. iDiprakirakan imemasuki iera iekonomi idigital, iIndonesia iakan 

imenjadi inegara iperingkat ikeempat iekonomi idunia isetelah iAmerika 

iSerikat, iCina, idan iIndia. iKekuatan itersebut idikaitkan idengan ikekayaan 

iIndonesia idalam ipenguasaan isumber idaya ialam iuntuk ipangan idan 

ipertanian. 

Dengan idemikian, itransformasi iekonomi idigital ike idepan iperlu 

imemberi iperhatian iterhadap ipenguatan ipertanian idan ipangan iberbasis 

ipenggunaan iinfrastruktur iteknologi idigital. iDalam ikaitan iini imenjadi 

ipenting iselain ipengembangan iteknologi i-nansial iuntuk ipertanian, iperlu 

ijuga imenguatkan iagrologistik iberbasis iteknologi idigital iyang imenjadi 

iunsur isistem ilogistik inasional. iPengembangan ie-Agrologistik ijuga itidak 

ilepas idari ipengembangan ie-commerce iyang itelah imemiliki ipayung 

iregulasi idalam ipengembangan iekonomi idigital inasional. iSedangkan, 

ipengembangan iteknologi i-nansial idengan ifokus ipertanian iadalah 

imembuka iinovasi ijasa ilayanan ikeuangan iyang itidak ihanya imemuat 

ipinjaman imodal iusaha itetapi ijuga iuntuk ikonsumsi irumah itangga ipetani. 

iKedua ihal itersebut idikembangkan imelalui isebuah iplatform iyang 

imemiliki inerve icenter idi idalam inegeri. iPeluang ipeningkatan iekonomi 

idigital iakan ilebih imeningkat iapabila inerve icenter iditempatkan ibersifat 



iregional iyang isesuai idengan iekosistemnya idan idikelola ioleh ilembaga 

iusaha imilik imasyarakat.6 

Maka iberdasarkan isistem iperkembangan idan ipengembangan 

iekonomi idigital, iditemukan i4 ibutir istrategi ipengembangan idengan ifokus 

ipada ipemanfaatan isumber idaya ilokal iuntuk imembangun iekonomi idigital. 

iKeempat istrategi itersebut iadalah imengembangkan ie-agrologistik idan 

ilayanan ikeuangan idigital iinklusif imelalui ioptimalisasi inerve icenter idi 

idalam inegeri imenjadi iprioritas istrategi ipertama. iKedua, imendorong 

ilahirnya iplatform idan ikreator iproduk idigital idalam iskala iregional ie-

commerce. iKetiga iadalah imengembangkan ikebijakan iend ito iend ibusiness 

icycle imelalui ipendekatan iriset iaksi ikolaborasi imulti ipihak iyang 

imempertimbangkan ikekhasan idan ikeragaman iIndonesia. iKeempat, 

imenguatkan itata ikelola ipengembangan iekonomi idigital iberbasis 

isumberdaya ilokal.  

                                                             
6 Ibid. 



BAB iIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang itelah ipenulis ilakukan idapat 

idisimpulkan ibahwa itantangan idalam ipersaingan iusaha idi iera idigital 

iadalah imenentukan ibentuk-bentuk ipelanggaran ipersaingan iusaha iitu 

isendiri. iDi iera idigital, iperusahaan-perusahaan iyang imemiliki idata ibesar 

iakan imempunyai imarket ipower iyang ibesar. iSituasi iini idiyakini idapat 

imembentuk iposisi imonopoli idengan icara idiskriminasi ipihak-pihak 

itertentu, idan ievolusi iera iekonomi idigital iseperti isekarang iini iakan 

iberdampak ipada isisi ihukum ipersaingan iusaha itidak isehat iyang iakan 

imempersulit iproses iKPPU iuntuk imengetahui iatau imembedakan 

ipersaingan iusaha itidak isehat, ikarena idalam iUU iNo. i5/1999 itidak idiatur 

isecara ijelas idan iterperinci imengenai ipelaku iekonomi iyang imenjalankan 

iusahanya isecara idigital idan ipelanggarannya. i 

B. Saran 

Sebagai inegara iadidaya ibudaya, iIndonesia idiprakirakan idapat 

imeningkatkan iekonomi idigital idari idua isektor itersebut. iPotensi iini iperlu 

idiperkuat idengan isinkronisasi iinfrastruktur ikebijakan iantara ikonvensi 

iinternasional, ikebijakan inasional, ihingga ikebijakan idi idaerah idan idesa. 

iHal iini imenjadi ijalan ipengembangan iekonomi idigital itidak iterpisahkan 

idari ipenyiapan iperubahan iperilaku iekonomi idari imanusia iIndonesia idi 

iera idigital, isehingga iperkembangan iekonomi idigital imenjadi isarana 

ipemeliharaan ikeberlanjutan iIndonesia. 
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